

Disability Rights Fund
[bookmark: _Hlk48570640]Kebijakan Anti Penipuan
Pengantar 
Disability Rights Fund (DRF) berkomitmen untuk standar tertinggi yang paling mungkin untuk keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas di dalam semua urusannya. Kami bertujuan untuk mempromosikan sebuah budaya kejujuran dan menentang penipuan dalam berbagai bentuknya.

Kebijakan Anti Penipuan ini disetujui oleh Dewan Direksi pada tanggal 22 Juli, 2020. Dewan Direksi DRF akan mengkaji ulang, melakukan amandemen (jika diperlukan) dan menyetujui ulang kebijakan ini setiap tiga tahun. 

Sudah sifat dari pemberian hibah DRF, yang dilakukan di banyak negara, menempatkan kami para risiko kehilangan karena penipuan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan:

· Sebuah definisi yang jelas tentang apa yang dimaksudkan dengan “penipuan”, “korupsi”, dan “penyuapan”. 
· [bookmark: _DV_M4]Pernyataan kepada para personalia[footnoteRef:1] yang melarang kegiatan-kegiatan penipuan dalam semua bentuknya. [1:  Para personalia adalah individu yang bekerja sebagai anggota staf, konsultan, penasihat, mereka yang magang, serta relawan dan lainnya yang dipekerjakan oleh DRF atau yang lainnya yang dilibatkan oleh DRF.] 

· Sebuah rangkuman untuk personalia yang menggarisbawahi tanggung jawab mereka dalam mengidentifikasi eksposur /terdapatnya kegiatan-kegiatan penipuan, untuk menentukan pengendalian dan prosedur untuk pencegahan kegiatan penipuan seperti itu, dan / atau mendeteksi kegiatan penipuan seperti itu ketika terjadi.
· Petunjuk untuk para personalia terkait tindakan yang diambil di mana kegiatan penipuan diduga terjadi.

Definisi
DRF mendefinisikan penipuan sebagai:
“Penipuan adalah mendapatkan manfaat secara tidak jujur dari DRF dan / atau menyebabkan kerugian kepada DRF melalui muslihat atau cara lainnya dan termasuk di dalamnya pencurian atau penyalahgunaan dana atau sumber daya DRF lainnya, baik yang dilakukan oleh personalia DRF atau oleh pihak ketiga.” 

Sebagai contoh, penipuan bisa termasuk tapi tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:
· Pencurian dana atau kepemilikan DRF lainnya.
· Pemalsuan biaya atau pengeluaran lainnya.
· Pemalsuan atau pengubahan dokumen.
· Perusakan atau pemindahan rekaman / catatan.
· Penggunaan pribadi aset DRF secara tidak tepat.
· Pemerasan.
· Pembayaran harga atau biaya secara berlebihan ke pihak ketiga, termasuk tidak menghasilkan nilai terbaik dari uang yang dikeluarkan, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Penipuan biayanya terkait dengan mendapatkan keuntungan keuangan atau materi lainnya tapi juga bisa terjadi ketika seseorang menerima keuntungan karena telah memberikan bahan yang bersifat rahasia atau sensitif lainnya.

DRF mendefinisikan korupsi, yang merupakan sebuah bentuk penipuan, sebagai:
“Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan perseorangan – baik pribadi mau pun profesional.”

Sebagai contoh, korupsi bisa termasuk tapi tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:
· Tingkah laku melibatkan personalia yang menyalahgunakan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan.
· Tingkah laku yang menghambat penegakan keadilan.

DRF mendefinisikan penyuapan sebagai:
“memberikan, mencari, atau menerima uang tunai, hadiah atau keuntungan lainnya yang ditukar dengan pemberian perlakuan istimewa.” 

Sebagai contoh, penyuapan termasuk tapi tidak terbatas untuk hal-hal berikut ini:
· Menawarkan, menjanjikan, atau memberikan suap atau, meminta, menyetujui untuk menerima, atau menerima suap untuk alasan apa pun juga baik dalam bentuk uang tunai, bantuan, ketentuan layanan, atau cara lainnya.
· Memberikan keuntungan yang tidak adil kepada keluarga atau teman terkait dengan kesempatan pelatihan atau pekerjaan (posisi untuk pengalaman kerja, ikut pelatihan, pemagangan atau yang permanen).
· Transaksi dengan pejabat atau pegawai pemerintah asing atau dalam negeri, atau dengan perusahaan swasta atau pribadi perseorangan, baik di dalam melakukan kegiatan usaha dalam negeri atau internasional untuk mendapat keuntungan atau manfaat pribadi atau profesional.
· Pembayaran yang dilakukan atau diterima secara langsung atau melalui pihak ketiga seperti agen, perwakilan, kontraktor, mitra usaha bersama, klien / pelanggan, atau anggota keluarga untuk keuntungan atau manfaat pribadi atau profesional.
· Menerima hadiah, keramahtamahan atau hiburan untuk tujuan keuntungan atau manfaat pribadi atau profesional.


Kebijakan DRF 
Penipuan dalam semua bentuk yang ada adalah salah dan tidak bisa diterima oleh DRF karena ketika penipuan terjadi:

· Ini merupakan kerugian tidak hanya untuk DRF, tapi pada akhirnya untuk para penerima hibah dan  penerima manfaat dan pemangku kepentingan DRF lainnya.
· Ini bisa memberikan dampak yang besar terhadap reputasi DRF dan kepercayaan donor, dan dengan demikian mempengaruhi para penerima hibah DRF.

Tujuan DRF adalah agar penipuan dihilangkan dari kegiatan-kegiatannya. Segala bentuk tuduhan penipuan akan diselidiki secara menyeluruh dan ditangani dengan cara yang tegas dan terkendali. 

DRF berkomitmen terhadap standar etis tertinggi dan tidak melakukan atau memaafkan penyuapan dalam bentuk apa pun juga. Menutupi penyuapan untuk keuntungan komersial dalam donasi amal atau pendidikan adalah dilarang. Siapa pun yang bekerja untuk atau atas nama DRF tidak boleh meminta, menerima, setuju untuk menerima, menjanjikan, menawarkan, atau memberikan suap, pembayaran fasilitasi, imbal balik, atau bentuk pembayaran yang tidak benar lainnya. Penerima hibah DRF tidak boleh  meminta, menerima, setuju untuk menerima, menjanjikan, menawarkan, atau memberikan suap, menerima imbal balik, atau bentuk pembayaran yang tidak benar lainnya selama bekerja dengan proyek yang terkait dengan DRF.

Memberi atau menerima hadiah atau keramahtamahan kecil adalah praktik bisnis yang dapat diterima selama proporsional dan tidak dilakukan dengan pengharapan, atau sebagai imbalan atas, mendapatkan atau mempertahankan usaha atau dana hibah, atau untuk menciptakan keuntungan yang tidak adil. Biasanya, nilai dari hadiah seperti itu tidak lebih dari 50 Dolar AS dan tidak boleh sering terjadi. 

Penilaian Risiko Penipuan 
Agar dapat dengan benar mengidentifikasi dan memitigasi risiko terkait penipuan, DRF akan melakukan penilaian risiko penipuan sebelum memulai persetujuan pendanaan. Penilaian akan dinilai ulang secara berkelanjutan oleh Tim Manajemen DRF, dengan menerapkan perbaikan ketika dimungkinkan. 

Daftar Risiko akan dikonsultasikan selama penilaian risiko penipuan dan diperbaharui sesuai kebutuhan dengan informasi atau langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang baru. Daftar Risiko akan dikaji ulang setiap tahunnya oleh Komite Eksekutif dan Dewan Direksi, akan tetapi Tim Manajemen diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian interim (sementara) yang diperlukan berdasarkan perubahan pada kewajiban hukum dan / atau persyaratan donor. Revisi penting lainnya akan memerlukan persetujuan dari Dewan Direksi.

Ketika telah mengidentifikasi risiko penipuan, DRF akan mengembangkan langkah-langkah pengendalian yang bersifat pencegahan, pendeteksian, dan perbaikan. Risiko-risiko terkini dan langkah-langkah pencegahan dan mitigasinya dicantumkan di dalam Daftar Risiko. 

Pengendalian pencegahan bertujuan mengelola sumber risiko dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadi. Contoh pengendalian pencegahan termasuk tapi tidak terbatas pada: (1) pelatihan para staf, konsultan jangka panjang, dan penerima hibah; (2) prosedur yang memadai; (3) kontrak dan perjanjian yang memiliki bagian terkait dengan penipuan dan anti suap; (4) pemisahan tugas keuangan; dan (5) tata kelola yang baik.

Pengendalian pendeteksian bertujuan mendeteksi penipuan dan memberikan mekanisme untuk melaporkan penipuan.  Contoh pengendalian pendeteksian termasuk tapi tidak terbatas pada: (1) audit internal dan audit para penerima hibah; (2) pemantauan penerima hibah melalui kunjungan lapangan, panggilan telepon, dll.; dan (3) memastikan saluran komunikasi yang terbuka demi transparansi.

Pengendalian perbaikan ditujukan untuk mengurangi konsekuensi dari sebuah risiko ketika ada yang terjadi, dengan tujuan ke depannya juga untuk mencegah agar tidak terjadi lagi di masa mendatang. Contoh pengendalian perbaikan termasuk tapi tidak terbatas pada: (1) asuransi; (2) peningkatan monitoring; (3) pembaharuan, atau membuat kebijakan dan prosedur yang baru; dan (4) pelatihan-pelatihan tambahan. 

Tanggung Jawab para Personalia DRF
Manajer & Pengawas
Adalah tanggung jawab para manajer dan pengawas untuk mengenali jenis-jenis penipuan yang mungkin terjadi di unit mereka, dan untuk siaga terhadap indikasi penipuan atau kegiatan yang tidak sesuai apa pun, dan untuk menjaga kendali untuk menghindari agar hal-hal itu tidak terjadi. Para manajer dan pengawas harus memastikan bahwa para staf didorong untuk melaporkan kecurigaan akan permasalahan penipuan.

Semua Personalia
Adalah tanggung jawab dari semua personalia untuk melakukan tugas mereka dengan cara sedemikian rupa untuk mencegah penipuan yang terjadi di tempat kerja. Personalia harus waspada terhadap kejadian-kejadian penipuan, sadar akan transaksi atau perilaku yang tidak biasanya yang bisa menjadi indikasi akan terjadinya penipuan, dan melaporkan kasus-kasus yang berpotensi penipuan seperti yang dijabarkan di bawah.

Sebagai tambahan, semua personalia dan penerima hibah akan diperiksa identitas mereka setiap tahunnya berdasarkan daftar anti terorisme global. Semua personalia DRF akan menjalani pemeriksaan latar belakang kejahatan yang mengikuti persyaratan hukum lokal pada saat dipekerjakan atau dilibatkan.

Pelaporan Dugaan Penipuan
Personalia dipersyaratkan untuk melaporkan permasalahan dugaan penipuan. Staf dan konsultan jangka panjang harus melaporkan kecurigaan mereka kepada pengawas mereka, Wakil Direktur, dan / atau Direktur Eksekutif. Kecemasan juga dapat dilaporkan ke Komite Eksekutif Dewan. Untuk keluhan eksternal, laporan dapat disampaikan ke concerns@disabilityrightsfund.org, yang akan dimonitor oleh Direktur Eksekutif, Wakil Direktur dan Komite Eksekutif. Laporan juga dapat disampaikan ke compliance@disabilityrightsfund.org, yang hanya akan dimonitor oleh Komite Eksekutif.

Penanganan Laporan Dugaan Penipuan
Semua tuduhan penipuan akan diselidiki dan ditindaklanjuti dengan adil dan sesuai dengan kebijakan dan proses yang ada di DRF. Manajer dan pengawas yang menerima laporan dugaan penipuan harus segera memberitahukan Direktur Eksekutif, Wakil Direktur dan / atau Komite Eksekutif. Tujuan dari pemberitahuan segera ini adalah untuk memastikan transparansi di dalam menghadapi permasalahan tersebut. 

Staf yang bukan bagian dari Tim Manajemen dan konsultan jangka panjang yang menduga terjadinya penipuan jangan melakukan yang berikut ini:
· Menghubungi individu secara langsung untuk menentukan fakta atau menuntut penjelasan.
· Mendiskusikan permasalahan ini dengan siapa saja di DRF selain dari mereka yang disebutkan di atas.
· Mendiskusikan permasalahan ini dengan siapa saja dari luar DRF, kecuali jika dipersyaratkan oleh hukum. 

Pengamanan Pelapor Pelanggaran
Keselamatan pelapor pelanggaran adalah pertimbangan yang sangat penting bagi penyelidik dan menjadi satu hal yang tidak boleh dianggap ringan. Organisasi memiliki kewajiban untuk melindungi mereka yang telah berani melaporkan adanya perbuatan yang salah. Silakan melihat Kebijakan Perlindungan Pelapor Pelanggaran DRF untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Tindakan yang Muncul dari Penyelidikan Penipuan
Prosedur disipliner 
Dalam hal kasus dugaan atau kecurigaan penipuan oleh personalia DRF, Wakil Direktur, Direktur Eksekutif, dan / atau Komite Eksekutif DRF akan menyelidiki hal tersebut dan akan menentukan tindakan terbaik untuk dilakukan. Hingga penyelidikan selesai, DRF akan mengikuti prosedur disiplin yang telah dijabarkan di dalam Buku Pegangan Pegawai, Buku Pegangan Pertanyaan yang paling sering Ditanyakan Konsultan, atau Pertanyaan yang paling sering Ditanyakan Relawan / Pegawai Magang. Jika tuduhan yang diberikan merupakan sebuah pelanggaran pidana berdasarkan perundang-undangan di tempat kejadian tersebut, maka kasus dapat diajukan ke pihak kepolisian. 

Dalam hal kasus dugaan atau kecurigaan penipuan oleh individu dari luar DRF,  maka Direktur Eksekutif, Wakil Direktur dan / atau Komite Eksekutif DRF akan menentukan tindakan terbaik untuk dilakukan. Jika tuduhan yang diberikan merupakan sebuah pelanggaran pidana berdasarkan perundang-undangan di tempat kejadian tersebut, maka kasus dapat diajukan ke pihak kepolisian. 

Perubahan pada sistem pengendalian
Penyelidikan penipuan kemungkinan akan menyoroti tempat-tempat di mana telah terjadi kegagalan pengawasan dan / atau kesalahan tidak adanya pengendalian; arah tindakan yang direkomendasikan untuk meningkatkan sistem harus didokumentasikan di dalam sebuah laporan penyelidikan dan diterapkan ketika laporan ini diselesaikan.

Pemulihan kehilangan 
Ketika DRF mengalami kerugian keuangan, restitusi atau penggantian rugi dapat dicari atas manfaat atau keuntungan yang telah didapatkan. Jika sang individu atau organisasi tidak dapat atau tidak ingin menggantikan kerugian tersebut, maka pertimbangan akan diberikan untuk melakukan tindakan perdata untuk memulihkan kerugian yang terjadi. Ini untuk melengkapi proses pidana yang mungkin dapat terjadi. Keputusan apakah akan mendapatkan kembali kerugian yang terjadi atau tidak, dan prosedur tindak lanjutnya, akan dilakukan berdasarkan kasus per kasus. 

Pelaporan donor dan regulator
DRF dipersyaratkan untuk berbagi detail tentang penipuan dengan organisasi-organisasi eksternal tertentu seperti organisasi donor dan badan-badan regulator. Silakan mengacu ke Protokol Pengamanan tentang bagaimana membuat laporan.

Penerapan terhadap Penerima Hibah dan Konsultan / Vendor
Perjanjian Hibah dan Surat Penganugerahan kepada penerima hibah, dan Perjanjian Layanan dengan konsultan / vendor harus secara eksplisit memberikan acuan tentang adanya kebijakan ini dan harus mempersyaratkan penerima hibah dan konsultan / vendor untuk melaporkan segala bentuk penipuan, termasuk dugaan penipuan, yang muncul dari kegiatan mereka dengan DRF atau yang dengan cara apa pun melibatkan sumber daya DRF. DRF akan memuat kebijakan ini di situsnya sebagai bentuk informasi publik.

Pembayaran fasilitas, berdasarkan definisi oleh DFAT, adalah “pembayaran dengan nilai kecil yang diberikan untuk mendapatkan tindakan kecil dan rutin dari pemerintah yang seharusnya dilakukan tanpa harus memberikan pembayaran tersebut. Pembayaran fasilitas dibedakan dari suap karena tidak terkait dengan mendapatkan keputusan untuk memperoleh, melanjutkan usaha atau menciptakan usaha yang baru.”[footnoteRef:2] DRF membedakan antara honor, per diem, tunjangan atau penggantian pengeluaran dari ke seorang pejabat dan pembayaran fasilitas, bergantung pada hukum lokal yang berlaku. Adalah kebijakan DRF bahwa pembayaran fasilitas tidak dianjurkan dan harus diminimalkan.  [2:  Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia , lihat hal. 70.4 dari UU Pidana 1995 (Commonwealth Criminal Code Act 1995).] 



Dokumen-Dokumen Terkait
Kode Etik
Kebijakan Konflik Kepentingan (Kebijakan dewan untuk para staf kunci; kebijakan personalia) 
Penjadwalan Pendelegasian
Buku Pegangan Pegawai 
Buku Pegangan Keuangan
Kebijakan Pengaduan
Kebijakan Pelaporan Dugaan Pelecehan Seseorang
Kebijakan Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual (PSEAH)
Buku Pegangan Konsultan Program Pertanyaan yang paling sering Ditanyakan
Protokol Pengamanan
Pertanyaan yang paling sering Ditanyakan Relawan / Pegawai Magang
Kebijakan Perlindungan Pelapor Pelanggaran
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